ERIAN AGAMA KABUPATEN MANGGARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor: 182/Pend-Fisika/Il1/2022
Nomor: ... ..

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Masehi, yang bertanda tangan di bawah ini:

Rafigah, S.Si., M.Pd. :Ketua Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, selanjutnya dalam MOA Kerjasama ini disebut
PIHAK PERTAMA.

Yosef Aloysius Babaputra, S.Fil., M.M : Kepala Kementerian Agama Kabupaten

Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya dalam MOA Kerjasama ini
disebut PIHAK KEDUA.

Sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) antara Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar, dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor:
dan Nomor : tanggal
maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK,
) telah sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama (MoA) dalam bidang pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan Kerjasama

1. Untuk mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Nasional di
bidang pendidikan tinggi melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanm
Dharma perguruan tinggi. :

2. Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua b
dalam melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi yang meliputi bldang :
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.




‘bersama dalam publikasi karya 11m1ah,
~ Kegiatan bersama dalam penelitian bagi dosen, guru dan mahasiswa.
Kegiatan bersama pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
Pelaksanaan Kegiatan

1. Lamanya kerjasama ini berlaku selama pelaksanaan kegiatan berlangsung terhitu
tanggal ditandatanganinya MOA Kerjasama sampai 5 tahun kedepannya (2022-
dapat diperpanjang atas dasar persetujuan kedua belah pihak ;

2. Pelaksanaan kerjasama ini akan diadakan evaluasi secara berkala dan hasil e
tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya;

3. Pelaksanaan kerjasama dalam bidang-bidang dimaksud pada pasal dua diatas, akan ¢

dengan ketentuan-ketentuan teknis yang dirumuskan atas musyawarah dan m

diantara kedua belah pihak.

Pasal 4
Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini akan ditanggung dan dibebar
kepada anggaran lembaga kedua belah pihak; dan atau pihak-pihak lain yang halal, &
mengikat dan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berl;







